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BAB II 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 

 Untuk menganalisa permasalahan dokumen hukum seperti yang telah 

dikemukakan dalam Bab I diperlukan beberapa peraturan penunjang dan Pasal yang 

relevan sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. 

Peraturan itu adalah sebagai berikut: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 363 KUHP 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 

a. pencurian ternak 

b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 

atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang 

c. pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di 

situ tidak diketuhui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 

d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
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(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal 

dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 

Sembilan tahun, 

Pasal 55 KUHP 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan 

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 

perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, serta akibat-akibatnya 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Pasal 29 

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah penyidikan dimulai. 

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 

30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. 

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik 

menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada 

ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan 

melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara 

Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. 

 

 

 

 


